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Abstract

There is an increasing trend of people living with
HIV/IAIDS (PLWHA) in Subang District, a region
characterized by high population mobility. Hence, this
study aims to explain the factors that influence
collaboration in HIV/AIDS prevention and control in
Subang Regency. This study uses a latent construct of
collaboration reflected by five dimensions: governance,
administration, organizational authority, mutuality, and
norms. This study uses quantitative methods and data
collection techniques through distributing
questionnaires to 72 respondents involved in HIV/AIDS
prevention and prevention in Subang Regency. The
selection of respondents represents government and
non-government organizations based on quota
sampling. Data were analyzed by Partial Least Square-
Sructural Equation Modeling (PLS-SEM) in the second
order confirmatory factor analysis to explain the
collaboration measurement model as a latent construct.
The results showed that all dimensions of the
collaboration construct were valid and reliable. All
dimensions can be said to significantly explain the
collaborative construct of HIV/AIDS prevention and
care. The dimensions of governance are the most
valuable factors that influence the construct of
collaboration, followed by organizational autonomy,
administration, mutuality, and finally norms as
dimensions with the smallest contribution value to
collaboration.

Keywords: governance, collaboration model, HIV/AIDS

Abstrak

Terdapat kecenderungan peningkatan orang yang hidup
dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Subang,
sebuah wilayah yang ditanda dengan mobilitas
penduduk yang tinggi. Maka penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi
kolaboras dalam pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Penelitian ini
menggunakan konstruk laten kolaboras yang
dicerminkan oleh lima dimensi: tata keola,
administrasi, otoritas organisasi, mutualitas, dan norma.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan
teknik pengumpul an data mela ui penyebaran kuesioner
kepada 72 responden yang terlibat dalam pencegahan
dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang.
Pemilihan responden mewakili organisasi pemerintah
dan non pemerintah berdasarkan sampling kuota. Data
dianadlisis dengan Partial Least Square-Structura
Equation Modeling (PLS - SEM) pada andlisis faktor
konfirmatori orde kedua untuk menjelaskan model
pengukuran kolaborasi sebagai konstruk laten. Hasil
penelitian menunjukkan semua dimensi konstruk
kolaboras valid dan reliabel. Semua dimensi dapat
dikatakan secara signifikan menjelaskan konstruk
kolaborasi tentang pencegahan dan perawatan
HIV/AIDS. Dimens tata kelola adalah faktor yang
paling bernilai yang memengaruhi konstruk kolaborasi,
diikuti olen otonomi organisasi, administrasi,
mutualitas, dan terakhir normasebagai dimensi dengan
nilai konstribusi terkecil terhadap kolaborasi.

Kata kunci: TataKelola, Model Kolaborasi,
HIV/AIDS
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PENDAHULUAN

Dewasa ini, penyebaran HIV/AIDS sudah menjadi
endemik global, nasional dan loka. Pada awal tahun
1990an HIV/AIDS dianggap sebagai penyakit orang
asing atau orang yang banyak berhubungan dengan
orang asing. Kasus kematian karena HIV/AIDS
pertama kali muncul pada tahun 1985 dengan
meninggalnya aktor Rock Hudson. Sejak saat itu
masalah HIV/AIDS menjadi perhatian masyarakat
dunia (global).

Kasus HIV/AIDS semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Berdasarkan data dari UNAIDS, sebanyak 36,9
jutaorang dari berbagai negara hidup bersamaHIV dan
AIDS pada 2017 (Azanella, 2018). Pada skala regional
Asia-Pasifik, Filipina merupakan negara dengan
penyebaran HIV/AIDS tertinggi. Hal ini dapat dilihat
dari lonjakan kasus sebanyak 4.300 pada tahun 2010
menjadi 10.500 di tahun 2017 (Y ulianingsih, 2017).

Pada skala nasional/lokal Indonesia, kasus HIV/AIDS
pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987
(Purwaningsih & Widayatun, 2008). Sampai dengan
tahun 2017 di Indonesia sudah tercatat 280.623 jiwa
hidup dengan HIV/AIDS (Kemenkes, 2018). Sampai
dengan Juni tahun 2018 jumlahnya meningkat lagi
menjadi 301.959 jiwa (“Hari AIDS Sedunia”, 2018).

Penanganan penyebaran HIV/AIDS merupakan salah
satu agenda Sustainable Development Goals (SDGs),
yang targetnya harus tercapai pada tahun 2030
(Hoelman, Parhusip, Eko, Bahagijo, &
Santono, 2015:8). Agenda SDGs menetapkan target
khusus yang terkait dengan Sexual and Reproductive
Health and Rights (SRHR) yang mengakhiri epidemi
berbagai wabah penyakit menular termasuk HIV/ AIDS
(Prapti, 2015:4; Bappenas, 2017).

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat.
Pada tahun 2000 penyebarannya mencapai di atas 5%
dari jumlah kelompok berisiko tinggi, yaitu pengguna
jarum suntik untuk narkoba, para pekerja seks
komersial, dan homoseksual (Waluyo, 2011).
Penularan HIV juga terus meningkat dengan tagjam.
Pada tahun 2017 tercatat 48.300 kasus, meningkat
17,09% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada
tahun 2017 tercatat 9.280 kasus AIDS. Meskipun
jumlah tersebut turun 8,54% dari tahun sebelumnya,

ada kemungkinan penurunan ini bukan fakta
sebenarnya karena rendahnya pelaporan kasus AIDS
dari daerah (Kementerian Kesehatan, 2019).

Permasal ahan HIVV/AIDS merupakan fenomenagunung
es. Jumlah data yang dilaporkan hanya sebagian sgja
dari kasusyang sebenarnyaterjadi (Sanusi, 2014; Hugo,
2011). Fenomena gunung es juga terlihat dari hasil
penelitian Situmorang (2006) tentang pemuda jalanan
di Kota Medan yang merupakan kelompok paling
rentan terhadap penyakit seksual menular (PMS).
Kondis mereka sulit dijangkau dan belum terlayani,
sehingga tidak terdata dengan baik. Purwaningsih dan
Widayatun (2008) juga menyatakan bahwa data
mengenai kasus HIV-AIDS di Indonesia mash
simpang siur. Data resmi yang dipublikasikan
diperkirakan sangat jauh dari jumlah sebenarnya.

Pola penyebaran penyakit menular seksua ini
mengalami pergeseran bukan hanya karena pola
perilaku seks bebas, tetapi juga pengguna narkotika
suntik dan penularan ibu yang mengidap HIV kepada
bayi yang dikandungnya (Sucipto & Hartoyo, 2009).
Hugo (2011) mengatakan bahwa penyebaran
HIV/AIDS di Indonesia tampaknya telah melalui tiga
tahap. Pertama, muncul pada kelompok tertentu yang
disebarkan lewat hubungan homoseksual. Pola kedua
adalah menyebar melaui hubungan seks heteroseksual
dan pola ketiga penyebaran lewat jarum suntik
pengguna narkoba (IDU).

Pantai Utara (Pantura) merupakan bagian Provinsi Jawa
Barat dengan jumlah penduduk terbesar serta angka
mobilitas yang paling tinggi, karena dukungan
infrastruktur jalan yang membentang dari Jawa Tengah
hingga perbatasan DK Jakarta. Infrastruktur jalan ini
menyebabkan tingginya mobilitas penduduk yang
diiringi dengan menyebarnya lokalisas prostitusi di
segjumlah titik. Akibatnya Pantura menjadi salah satu
daerah dengan epidemi HIV/AIDS tinggi di Jawa Barat
(Hidayana, 2012; Hugo, 2011; Hull, Sulistianingsih, &
Jones, 1998). Tingginya mobilitas penduduk
berkorelas dengan tingginya penyebaran HIV/AIDS.
Skeldon (2000) bahkan dengan tegas menyatakan
bahwa terdapat hubungan yang “nyata dan kompleks”
antara mobilitas penduduk dengan  penyebaran
HIV/AIDS.
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Pernyataan Skeldon hampir sama dengan apa yang
dikemukakan Situmorang dan Purwaningsih (2010)
tentang epidemi HIV/AIDS berkaitan dengan sexually
transmitted infections (STIs) sebagai masal ah kesehatan
di wilayah perbatasan negara. Empat provinsi dengan
tingkat AIDS tertinggi adalah provins yang berada di
perbatasan negara atau bertetangga dengan negara lain
yaitu Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan
Sulawes Utara Batam merupakan salah Kota di
wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan
tempat transit bagi imigran maupun emigran yang
melewati batas negara. Mobilitas penduduk seperti itu
menempatkan daerah-daerah tersebut pada keadaan
berisiko tinggi terkait dengan STls.

Lebih jauh, Situmorang dan Purwaningsh (2010)
menyatakan hampir tidak ada kebijakan dan program
Pemerintah Kota Batam selaku pemegang otoritas
setempat  untuk memerangi  epidemi  tersebut.
Pemerintah setempat menganggap masalah tersebut
bukan sesuatu yang mendesak dan perlu perhatian
segera. Anggapan ini karena kurangnya pengetahuan
tentang akibat HIV-AIDS terhadap kesehatan dan
kesgjahteraan masyarakat Batam. Selain itu, terdapat
mispersepsi di antara pejabat pemerintah setempat. Ini
terlihat dari masih kuatnya anggapan bahwaHIV AIDS
hanyalah menginfeksi orang-orang tertentu saja yang
berperilaku menyimpang.

Penanggulangan melalui program penggunaan kondom
sebagai upaya preventif HIV/AIDS masih menjadi
perdebatan dan program-program penanggulangan
HIV/AIDS sangat menggantungkan kepada NGO dan
lembaga lainnya dengan sumberdaya dan jangkauan
yang terbatas. Merespon fenomena global, regional,
nasional, dan lokal ini, Kabupaten Subang
mel aksanakan Kebijakan Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS dengan memberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Dalam Perda tersebut
dijelaskan bahwa salah satu strategi yang ditempuh
adalah kemitraan-kolaboratif.

Kolaborass  pencegahan dan  penanggulangan
HIV/AIDS di Kabupaten Subang bersifat multiaktor
yang melibatkan organisasi nonpemerintah. Hal ini
mengingat kompleksnya permasalahan

penanggulangan HIV/AIDS. Kondisi ini secara teoritik
membutuhkan kolaborasi (Thomson, Perry, & Miller,
2007; Agranoff, 2012), karena kolaboras merupakan
wahana penyelesasian masalah bersama yang di
dalamnya terdapat proses berbagi nilai (sharing value)
serta manfaat bersama (Thomson, Perry, & Miller,
2007).

Sampai saat ini implementas kolaborasi pencegahan
dan penangulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang
belum efektif. Hinggatahun 2017, pengidap HIV/AIDS
ini tercatat mencapai 1.686 orang dengan dominasi
kelompok usia 15-49 tahun (BPS Kabupaten Subang,
2018). Angka tersebut meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2010, yaitu sebanyak 339 orang (“17
Penderita HIV/AIDS”, 2010), tahun 2014 sebanyak 893
orang (Husaeni, 2014), dan 938 kasus pada tahun 2015
(Husaeni, 2015). Seat ini, Subang masuk dalam
peringkat ke-6 kabupaten yang memiliki penderita
HIV/AIDS terbanyak, dari total 26 kabupaten yang ada
di Jawa Barat (Husaeni, 2014).

Secara teoritik, kolaborasi sebagai jaringan kerja antar-
organisasi pemerintah dan nonpemerintah merupakan
babak baru daam perkembangan administrasi publik
yang mengarah pada governance models, yang
sebelumnya didominasi oleh birokrasi pemerintah. Hal
tersebut dinyatakan Eggers (dalam Wanna & O’Flynn,
2008) sebagai berikut:
“In the twentieth century, hierarchical government
bureaucracy was the predominant organisational
model used to deliver public services and fulfill
public-policy goals. Public managers won acclaim
by ordering those under them to accomplish highly
routine, tasks with uniformity but without
discretion™.

Pemerintahan dengan birokras klasik saat ini
dihadapkan pada dinamika lingkungan yang dinamis.
Keberadaan lembaga-lembaga publik selalu berhadap-
hadapan dengan kebutuhan publik yang senantiasa
dinamis. Hal-hal ini yang seharusnya direspon oleh
organisas melalui perubahan sebagai sesuatu yang
mutlak ditempuh, sebagaimana diungkapkan McNabb
(2009):
“.....public organizations and the people with
whom they have contact are bound together in a
common context of needs, wants, and services.
When the needs of the people or the environment in
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which the government renders its services change,
the organization must also change”.

Kemunculan konsep kolaborasi sebagai  teori
interorganisasi merupakan kritik terhadap
intraorganisasi. Dalam  Teori  interorganisad,
pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang
memegang monopoli dalam penanganan masalah-
masal ah publik. Aktor di luar pemerintah dapat terlibat
bersama-sama pemerintah dalam  penyelesaian
masalah-masalah publik melalui keterkaitan jaringan
(interorganizational networks). Salah satu langkah
yang ditempuh adalah organisasi membuka diri untuk
mel akukan kontak dan jaringan kerjadengan organisasi
lain.

Endarti  (2004) menyatakan pendekatan  teori
interorganisasi  mendasari  teori maupun  praktek
governance, yang memandang lingkungan (di luar
organisas pemerintah) sebagai serangkaian entitas
organisas lain yang memiliki keterkaitan dan sangat
berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Penanganan
masal ah publik yang makin kompleks menurut Haynes
(2003) memunculkan pergeseran paradigma. Dalam
paradigma baru administrasi publik, pemerintah tidak
lagis menjadi aktor tunggal dalam penyelesaian
masalah-masalah publik. Peran dominan pemerintah
dalam penyelesaian masalah-masalah publik tidak lagi
relevan (Dwiyanto, 2004).

Kompleksitas permasalahan publik ini  menuntut
pemerintah memperluas aktivitasnya ke luar batas
fungs tradisionalnya. Dalam ha ini, Agranoff (2012)
mengatakan:

" Although at one time collaboration referred to the
cross-functional effort of persons working within
agencies, it now also refers to those who cross the
boundaries of organized entitiesworking in dyadic,
triadic, or networked relationships that are
transactional in nature. Smilarly, at one time
management referred to the activity of strategy and
direction given to single organizations, whereas
today collaborative management refers to similar
activities that reach across levels of government
and across organizations. Thus, collaborative
management isa concept that describesthe process
of facilitating and operating in multiorganizational
arrangements to solve problems that cannot be
solved, or solved easily, by single organizations”

Aktivitas yang melintas batas-batas organisas
pemerintah ini menuntut lembaga birokrasi menjalin

relas dengan lembaga non pemerintah melalui proses
tawar-menawar kepentingan, negosiasi, menjalin
kesepakatan, membentuk kemitraan formal untuk
selanjutnya melakukan perubahan ke arah pola kerja
multiagency (Agranoff, 2012). Adanya keterlibatan
pihak di luar pemerintah ini menunjukkan praktek
administras  publik sudah menganut nilai-nila
governanve, sebuah sistem administras  yang
melibatkan banyak pelaku (multistakeholders), baik
dari pemerintah maupun dari luar pemerintah (Ansell &
Gash, 2007; Dwiyanto, 2003).

Istilah kolaborasi sebagai salah satu governance
avalnya muncul pada abad ke-19 di lingkungan
industri, saat memasuki masa ketika format organisas
menjadi lebih kompleks yang menuntut pembagian
tugas dan penyebaran tenaga kerja lebih rumit (Wanna
& O’Flynn 2008). Kolaborasi dilihat dari aspek proses
dapat dikatakan sebagai bentuk pengembangan dari
kerjasama (cooperation) dan koordinasi. Dari tiga
terminologi tersebut muncul satu kata kunci, yaitu
sinergi di antara para aktor yang terlibat untuk
menyel esaikan masal ah tertentu.

Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara ketiga
terminologi tersebut. Shergold (2018) menyebut
perbedaan tersebut dari pendekatan transformasi proses
yang menyebutkan bahwa koordinasi lebih merupakan
proses kolektif dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan  kelkutsertaan  kelembagaan,
cooperation sebagai sebuah proses berbagi gagasan dan
sumber daya untuk memperoleh keuntungan bersama,
dan kolaborasi sebagai proses berbagi kreas dimana
terjadi upaya fasilitas yang menjembatani lembaga-
lembaga yang memiliki otonomi tersendiri.

Sementara itu, Thomson (2006) menyatakan terdapat
sebuah konsep yang hampir sama dengan cooperation
maupun koordinasi, namun maknanyalebih dalam yaitu
kolaborasi, dalam bentuk integrag, interaks, kekuatan
komitmen serta kompleksitas yang dihadapi. Lebih
lanjut Thomson menjelaskan bahwa tindakan bersama
(collective action) dalam bentuk kombinasi saling
bertukar sumber daya dan saling menguntungkan akan
mengarah pada penerapan proses kolaborasi.

Menurut Gajda (2004), terminologi kolaborasi
memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya terbatas
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pada tata hubungan antar organisasi semata. Bahkan,
menurutnya, dari istilah kolaborasi inilah muncul pula
terminologi-terminologi yang merujuk pada jaringan
kerja antar organisasi, antara lain : joint ventures,
consolidations, networks, partnerships, coalitions,
collaboratives, alliances, consortiums, associations,
conglomerates, councils, task forces, dan groups.

Dari adanya aspek tersebut sgumlah  ahli
mendifinisikan kolaborasi dari berbagai sudut pandang.
Thomson, Perry, & Miller (2007) mendefinisikan
kolaborasi sebagai berikut :

“Collaboration is a processin which autonomous or
semi-autonomous actors interact through formal
and informal negotiation, jointly creating rules and
structures governing their relationships and ways to
act or decide on the issues that brought them
together; it isa processinvolving shared norms and
mutually beneficial interactions”.

Berdasarkan definis tersebut dapat disimpulkan bahwa
kolaborasi merupakan upaya bersama yang memiliki
aspek multidimesional. Pertama, terdapat keterlibatan
dua atau lebih aktor yang tidak harus selamanya
memiliki otonomi penuh. Kedua, terdapat interaksi
formal maupun informa melalui upaya negosias di
antara para partisipan. Ketiga, bentuk kerjasama yang
terjalin dalam suatu jaringan kerja berlangsung pada
suatu struktur hubungan yang menjadi wahana bagi
mereka untuk menyelesaikan permasaahan bersama.
Keempat, dalam kerjasama yang terjalin berlangsung
sebuah proses yang ditandai oleh adanya upaya berbagi
nilai serta manfaat bersama. Terdapat sejumlah faktor
yang dapat menjadi penentu kinerja kolaborasi, kendati
ditemui beberapa perbedaan sudut pandang tentang
cara menentukan dan mengukur kolaboras di antara
para praktisi, baik yang berlatar belakang birokrag,
swasta, bahkan dari lembaga pemberi donor (Thomson,
Perry, & Miller, 2007).

Prefontaine, Richard, Sicotte, Turcotte, & Dawes
(2000) menyatakan bahwa keberhasilan sebuah usaha
kolaborasi, khususnya dalam pemberian pelayanan
sektor publik ditentukan oleh sgumlah elemen yang
diistilahkan sebagai “dimensi”. Dimensi yang pertama
adalah dimens makro, meliputi lingkungan politik,
sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, dimensi meso
yaitu dimens lingkungan ingtitusional, bisnis, dan
teknologi. Ketiga, dimens mikro yaitu karakteristik dan

tujuan mitra kerja. Dimensi mikro mencakup dasar-
dasar bagi terbentuknya kecocokan dan kelengkapan
dari bentuk kemitraan yang dijalin dengan
memfokuskan diri padafaktor tujuan dan motivas serta
karakteristik masing-masing mitrakolaborasi. Keempat
adalah dimens proses kolaborasi. Pada dasarnya proses
kolaborasi ditempuh melaui upaya yang didasarkan
pada kondisi-kondis spesifik untuk menjamin
keberhasilan bersama melalui sgjumlah tahap.

Sementara itu Thomson, Perry, & Miller (2007)
menawarkan kerangka teoritis untuk menentukan serta
mengeksplorasi  kolaborass melaui lima dimensi.
Pertama, governance, dimana partisipan yang terlibat
dalam kolaborasi harus memahami cara terlibat dalam
pengambilan keputusan yang akan mengatur perilaku
dan relas-relas yang akan berlangsung. Kedua,
administrasi, berupa struktur administratif yang
berkaitan dengan aspek institusional dan implementasi
praktis ke arah pada tujuan yang akan diraih. Ketiga,
otonomi organisasi, yang menuntut organisasi yang
bergabung berbagi nilai dengan organisasi lain.
Otoritas organisasi dalam konteks ini harus “mengalah”
pada kepentingan jangka panjang dengan cara berbagi
otoritas organisasi lainnya. Dimensi keempat adalah
mutualitas, yang memiliki makna hubungan saling
ketergantungan dimana organisas yang melakukan
kolaboras menjadi pihak yang memperoleh manfaat
dari adanya ketergantungan yang berlangsung pada
dinamika kepentingan dalam kelompok. Norma
merupakan dimens kelimaberupa asasresiprositas atau
timbal balik dan saling percaya sebagai dua konsep
yang saling bersinggungan maknanyayang ditunjukkan
dengan mentalitas atas kesamaan perasaan dan
kewgjiban. Dalam dimensi norma, saing percaya
merupakan komponen terpenting kolaboras karena
dapat mereduks kompleksitas dan biaya transaksi
sebagaimana sering tampak padaformat organisasi lain.

Penelitian-penelitian kerjasama antaraktor dengan
pendekatan kolaborasi dalam pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS belum banyak dilakukan.
Penelitian-penelitian umumnya mengangkat masalah
pemeliharaaan kesehatan, penanggulangan, epidemi
dan masalah sosial lainnya seperti stigma atas ODHA
dan peran keluarga dalam mengatasi penyebaran dan
penularan HIV/AIDS. Suryaningdiah (2016), misalnya,
meneliti tentang bagaimana meningkatkan kepatuhan
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pengobatan ARV pasien dengan meningkatkan
motivas untuk mengambil obat, intervensi dan
dukungan keluarga pasien, serta sistem keperawatan
dan kepuasan layanan dengan pelayanan prima serta
monitoring kepatuhan. Biello, Grinsztgin, Fernandes,
Edeza, Kamel, ..., & Mimiaga (2019) meneliti program
pengobatan komprehensif kepatuhan ART remaga di
Brasil menemukan bahwa hambatan sosia atas
kepatuhan berasal hambatan individu (pengetahuan
yang rendah), hambatan antarpribadi seperti stigma,
dan hambatan struktural seperti akses transportasi serta
pengobatan.

Masalah epidemi HIV/AIDS diangkat oleh Nyoko,
Hara, & Absdian (2016) di Provins Nusatenggara
Timur yang terus meningkat setigp tahun, dimana
97,7% infeksi melalui hubungan seksual. Heriana,
Nurjannah, & Suparman (2018) mengemukakan sisi
lain tentang pariwisata sebagali determinan prostitusi
yang dapat meningkatan prevalensi HIV/AIDS, karena
prostitus  merupakan daya tarik yang ditawarkan
industri pariwisata.

Murtono, Riyanto, & Shaluhiyah (2018) berbicara
tentang faktor yang berpengaruh terhadap kejadian
HIV/AIDS. Temuannya adalah perilaku pemakaian
kondom yang tidak konsisten, riwayat IMS, dan
aktivitas seks merupakan kombinas faktor-faktor yang
berpengaruh. Selanjutnya, Marsito dan Saraswati
(2016) menyatakan keluarga berperan penting dalam
mendidik remaja menghindari penyimpangan perilaku
seksual. Ada korelasi positif fungsi kesehatan keluarga
terhadap pencegahan penularan HIV/AIDS.

Dampak HIV/AIDS yang sudah memprihatinkan dan
akan mempengaruhi  struktur demografi, sistem
perawatan, dan sosid ekonomi diangkat oleh
Handayani (2017). Cara penanggulangan Yyang
disarankan adalah memperkuat kualitas pelayanan,
jaminan ketersediaan obat, penghapusan stigma, serta
melibatkan banyak pihak dalam pencegahannya

Hal yang sama dikemukakan oleh Martin, Rosenberg,
& Holtgrave (2018) yang menganalisis ekonomi dan
kebijakan dalam menghitung beban epidemi HIV serta
memberi informasi cara terbaik menerapkan intervens
dan kebijakan untuk memaksimalkan perawatan HIV
serta mengurangi  penularan. Ada lima bidang

penerapan kebijakan HIV, yaitu (1) menetapkan tujuan
yang terukur untuk menciptakan vis dan memantau
kemgjuan, (2) mengambil pendekatan kesehatan dan
kesgahteraan untuk mencapai tujuan-pengaturan, (3)
menggunakan matriks dampak untuk
menginformasikan andisis kuantitatif untuk secara
eksplisit mengatas kesenjangan kesehatan, (4)
melakukan andisis dampak anggaran  untuk
memproyeksikan biaya dan manfaat program tahunan,
serta (5) memajukan agenda penelitian sistem dan
layanan kesehatan masyarakat.

Shaluhiyah, Musthofa, & Widjanarko (2015)
mengemukakan bahwa stigma terhadap ODHA yang
dipengaruhi oleh sikap keluarga, tetangga, dan tokoh
masyarakat menjadi sumber timbulnya persepsi tertentu
(stigma) terhadap ODHA, merupakan faktor yang
paling berpengaruh. Hal yang berbeda dikemukakan
oleh Haryanti dan Wartini (2019) bahwa stigma yang
diberikan oleh orang-orang terhadap ODHA
dipengaruhi oleh faktor umur dan pendidikan dengan
faktor pendidikan yang memberi pengaruh lebih besar.
Temuan yang hampir sama dikemukakan oleh Kambu,
Waluyo, & Kuntarti (2016) tentang faktor umur yang
paling mempengaruhi tindakan pencegahan penularan
HIV oleh ODHA.

Stigma merupakan faktor yang menghambat
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Latifa
dan Purwaningsih (2011) menyatakan bahwa stigma
dan diskriminasi terhadap ODHA sulit dihilangkan.
HIV dan AIDS dianggap sebagai penyakit kutukan
tuhan karena perilaku negatif dari orang-orang yang
terinfeksi. Diperlukan peran masyarakat madani untuk
membuka dialog mengenai HIV/AIDS untuk
menghilangkan mitos yang mendiskriminasi ODHA.

Sementara Sistiarini, Hariyadi, Munasib, & Sari (2018)
menyatakan bahwa peran keluarga belum optimal
dalam pencegahan karena dalam hal ini suami maupun
istri belum secara maksimal melakukan pencegahan.
Istri tidak memiliki kontrol terhadap suami atas perilaku
seksualnya di luar rumah. Hal ini salah satunya karena
belum optimanya pendidikan kesehatan dalam
mencegah HIV/AIDS.

Aggleton, Bhana, Clarke, Crewe, Race, & Yankah
(2018) berbicara tentang pendidikan sebagai salah satu
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upaya pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV
dengan melibatkan organisasi masyarakat dan media
sosial memgembangkan bentuk-bentuk Pendidikan
HIV yang lebih relevan dan terpercaya Hal yang
hampir sama dikemukakan oleh Rahayu dan
Rismawanti (2017) tentang tingkat pengetahuan
HIV/AIDS dengan perilaku seksual pra-nikah pelgjar.
Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pengetahuan
tentang HIV/AIDS dapat meningkatkan kerentanan
remaja tertular. Namun penelitian ini juga menemukan
bahwa semakin baik pengetahuan tentang HIV/AIDS,
semakin besar sikap tidak mendukung (menolak)
perilaku seksual pranikah.

Pinto, Witte, Filippone, Choi, & Wall (2018)
melakukan permodelan struktural tentang perawatan
HIV berkelanjutan melalui penelitian efek kolaborasi
antarprofessional, (IPC) dan psiko-edukas pre-
exposure prophylaxis (PrEP). Dengan analisis
multivariat, hasilnya menunjukkan bahwa efek IPC
lebih tinggi berkaitan dan seringnyapsikoedukasi. Ada
pengaruh faktor-faktor spesifik bidang-bidang untuk
intervensi dan kebijakan untuk meningkatkan akses
pasien ke perawatan HIV berkelanjutan.

Penelitian yang sedikit terkait dengan pendlitian ini
adalah penelitian Isni (2016) dengan temuannya bahwa
upaya untuk menghindarkan penularan HIV/AIDS oleh
ibu ODHA melaui dukungan keluarga dan perilaku ibu
ODHA kurang signifikan, sementara dukungan terbesar
justru datang dari petugas kesehatan. Penelitian lain
yang memiliki kemiripan dengan artikel ini
dikemukakan oleh Shapatava, Rios, Shelley, Milan Jr,
Smith, & Uhl (2018) tentang peran organisasi berbasis
kemasyarakatan yang  menyediakan  layanan
pencegahan AID di Amerika Serikat, khususnyabagian
selatan dengan pembangunan kapasitas layanan Kklinis
dan kemitraan lintas kel embagaan.

Dengan memanfaatkan kelebihan Organisasi Berbasis
Kemasyarakatan (OBK) atau Community Base
Organization (CBO) dalam ketrampilannya dan
hubungan  masyarakat, program ini  efektif
meningkatkan kesehatan ODHA, namun menemui
hambatan dalam pendanaan. Disarankan organisas
layanan kesehatan lain memanfaatkan keberadaan OBK
atau CBO dengan bermitra.

Masal ah keterpaduan dan kerjasama dikemukakan oleh
Vadiserri (2018) yang menyatakan bahwa strategi
nasional HIV/AIDS di USA membutuhkan sistem
kesehatan terpadu, tidak terbatas pada dtrategi
pencegahan monoalitik, tetapi pencegahan dan
perawatan HIV ke arah sistem kesehatan berbasis pada
manusia dan mekanisme proaktif mengatasi faktor-
faktor penentu sosial dan kesehatan komprehensif.
Demikian juga dengan Rhodes, Tanner, Mann-Jackson,
Alonzo, Horridge, & Nal (2018) bahwa
penanganan HIV harus melibatkan masyarakat untuk
meningkatkan  pemahaman tentang HIV  dan
mempromosikan kesehatan masyarakat. Ada Sembilan
tema mode penelitian ini, diantaranya kemitraan
multisektoral, pembagian kekuasaan, berbagi informasi
hasil-hasil temuan.

Terkait dengan kebijakan dan pengawasan Valdisseri
dan Sullivan (2018) menggambarkan pengawasan
melalui visualisas data terkait akan mendukung
promos praktik kesehatan masyarakat yang sehat
dengan mendukung tiga fungs inti kesehatan
masyarakat, yakni penilaian, pengembangan kebijakan,
dan jaminan. Penggunaan data di luar khalayak dan
tempat-tempat kesehatan masyarakat tradisional, akan
memupuk “budaya kesehatan”. Laporan tentang
bagaimana data dari AIDS telah digunakan untuk
mendidik dan memberdayakan masyarakat mengenai
HIV dan konsekuensinya dan menargetkan intervens
HIV yang lebih baik untuk menjangkau populas yang
kurang terlayani dan rentan.

Selanjutnya penelitian  Demartoto  (2015) yang
menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif
dengan mengukur efektivitas collaborative governance
antarpemangku  kepentingan  dalam  pelayanan
komprehensif berkesinambungan untuk menanggulangi
HIV/AIDS di Kota Surakarta.  Hasil penditian
menunjukkan bahwa pemberi dan penerima layanan
berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS sesual
tugas dan fungsinya masing-masing. Namun demikian,
program pencegahan dan penjangkauan, layanan
kesehatan, reduksi bahaya, dan pemberdayaan belum
efektif. Hal tersebut dikarenakan komitmen terhadap
tujuan dan skap sding percaya antarpemangku
kepentingan belum optimal dan petugas lapangan
kurang profesiona. Di samping itu, terdapat konflik
laten antarpemangku kepentingan, kurang optimalnya
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koordinasi antaranggota Komisi Penanggulangan AIDS
Daerah Kota Surakarta, dan rendahnya anggaran untuk
penanggulangan HIV/AIDS karena HIV/AIDS belum
menjadi isu prioritas dalam pembangunan daerah.
Demartoto (2015) menyarankan untuk meningkatkan
kualitas dan efektivitas collaborative governance
antarpemangku kepentingan, harus ada norma, struktur,
dan proses yang jelas daam menanggulangi
HIV/AIDS. Perbedaan pendlitian ini dengan penelitian
Demartoto adalah penelitian Demartoto tidak
mengangkat dimensi otonomi dan mutualitas.

Penelitian yang terkait dengan pendanaan, masalah
klask dadam penanggulangan dan pencegahan
AIDS/HIV dikemukakan oleh Hattis, Strydom, Gaio, &
Stover (2019) yang meneliti praktek pencegahan
dengan pendekatan pendanaan di negara-negara bagian
di Amerika Serikat. Adalima poin temuan penelitian di
antaranya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
penekanan virus HIV, yaitu (1) dana pencegahan non-
federa, (2) menghubungi pasien dan penyedia layanan
untuk hubungan perawatan dan layanan mitra, (3)
tindak lanjut dari laporan viral load yang tidak diterima
untuk mengidentifikasi pasien yang tidak diobati, dan
(4) pengawasan genotipe/fenotipe. Penekanan virus
HIV dapat ditingkatkan dengan mengembalikan (atau
membangun) dana pencegahan non-federal, dan dengan
praktik pengawasan/ penjangkauan yang lebih standar.

Di Indonesia pendanaan penanggulangan dan
pencegahan HIV/AIDS sgjak tahun 2015 ditanggung
dalam skema BPJS yang meliputi biaya perawatan serta
pemeriksaan laboratorium penunjang dan pemeriksaan
CD4 serta pemeriksaan viral load yang bertujuan untuk
memantau kemajuan pengobatan (Syarifah, 2015, 1
Desember).

Felizzola, Wolfrum, Sol, Zea, Nieves-Lugo, del Rio-
Gonzdlez, ... & Weeks (2018) menyarankan untuk
meningkatkan kesehatan yang berkualitas dengan
model praktik transformatif untuk mengoptimalkan
sumber daya manusia dan dalam pemberian layanan

HIV, khususnya untuk untuk pasien Latino. Sementara
itu, Crystal, Melva, dan Carolee (2018) mengangkat
aksetahilitas pencegahan HIV di kalangan penduduk
asli Amerika dengan berbasis budaya penduduk adli
Amerikayang masih sedikit.

M etode Pendlitian

Dalam penelitian ini, anadiss difokuskan pada
ekplanasi relasi-relasi organisasional para aktor pada
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Tahap
awal yang ditempuh adalah pengumpulan data untuk
memperoleh data kuantitatif yang selanjutnya akan
diandlisis dengan menggunakan Second Order
Confirmatory Factor Analysis (CFA), yang merupakan
salah satu alat anadlisis dalam Partial Least Square -
Sructural Equation Modelling (PLS - SEM).
Tujuannya adalah menentukan dimens yang dominan
mempengaruhi praktek kolaborasi antarinstitusi dalam
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di
Kabupaten Subang.

Berkaitan dengan sampel penelitian, dalam PLS - SEM
tidak ada ketentuan mengenai jumlah sampel penelitian
yang akan menjadi responden. Beberapa referens
merekomendasikan ukuran sampel (sample size) antara
30 sampai dengan 100 (Yamin & Kurniawan, 2009;
Haryono, 2017).

Dalam penelitian ini ukuran populasi penelitian adalah
88 orang, yaitu para aparatur yang terlibat dalam
pencegahan dan penanggulangan HIV di Kabupaten
Subang yang merepresentaskan unsur organisas
pemerintah dan para aktivis yang merepresentasikan
peran lembaga non-pemerintah. Dari populas
ditetapkan sampel sebanyak 72 orang dengan cara
membagi (kuota). Angka ini dipandang representatif,
sehingga memiliki akuras dalam pengambilan
kesimpulan. Penelitian ini mengukur limadimensi yang
dijabarkan dalam sgumlah indikator sebagaimana
diuraikan pada tabel 1 operasionalisasi konstruk
penelitian sebagai berikut.

Tabel 1 Operasionalisasi Konstruk

| Konstruk | Dimensi ]

Indikator | Kode |
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Kolaborass | Governance Keterikatan pada kesepakatan formal sebagai acuan kerja Gol
sama
Kekuatan komitmen pada kesepakatan bersama Go2
Pemahaman atas kepemilikan sumber daya bersama Go3
Pemahaman atas keterlibatan rekan kerja Go4
Kemampuan rekan kerja dalam penerapan solusi bersama Go5
Administration Penggunaan komunikasi forma dalam kerja sama Adml
Pemahaman peran dan tanggung jawab dalam penyelesaian Adm2
masal ah bersama
Penerapan pengorgani sasian tugas berdasarkan kemampuan Adm3
Pengawasan antarorganisasi dalam penyelesaian masalah Adm4
bersama
Keberadaan otoritas eksternal dalam penyelesaian konflik Adm5
bersama
Organizational Independensi dalam penerapan pola kerja OAl
Autonomy K ecenderungan mengutamakan organisaisi asal dari pada OA2
kolaboras
Keterbukaan atas kontribusi dalam kerja sama OA3
Integritas organisasi asal dalam berkolaboras OA4
Kerugian apabilakeluar dari kolaboras OA5
Kemampuan mentransfer informasi antar partisipan OA6
Mutuality Pengaruh cara kerja mitra dalam berkolaboras Mtl
Perbedaan filosofis cara kerja organisasi dari partisipan Mt2
Kesamaan tujuan aktivitas organisiasi dari partisipan Mt3
Ketergantungan pada sumber daya yang dimiliki partisipan Mt4
lain
Kemampuan mengkombinasikan sumber daya Mt5
Kemampuan pertisipan lain dalam mencapai polawin-win Mt6
solution
Kebanggaan terlibat dalam kolaborasi Mt7
Norms Kepercayaan pada mitrakerja Nol
Keandalan mitra kerja dalam kolaboras No2
Konsistensi kerja partisipan dalam kolaborasi No3
Kemampuan menghilangkan keragu-raguan partisipan dalam No4
kolaboras
Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan kemampuan No5
partisipan
Daam menganalisis data  datistik, penulis dalam sebuah model struktural. Model yang akan

menggunakan 2™ Order CFA, karenabentuk anaisisini
dinilai sangat memadai dalam menganaisis model
untuk melihat berfungsinya konstruk empirik (faktor)

dievaluasi sebagai obyek alat analisis menggunakan
Model Pengukuran (Measurement Model) yang diuji
dalam penelitian ini  sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1. Model Pengukuran pada Penelitian
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Dalam model ini dipahami hubungan antara variabel-
variabel laten (tidak dapat diobservasi secaralangsung).
Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
melakukan andisis ini adalah membuat matriks
korelasi. Persamaan yang akan menggambarkan model
pengukuran dalam pendlitian ini berupa: X = A + 0.
Berdasarkan persamaan model pengukuran dari lima
dimens ini, diharapkan akan muncul dimensi-dimens
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tertentu yang kontribusinya dominan terhadap variabel
kolaboras antar ingtitusi, sehingga pertanyaan
penelitian padaidentifikasi masalah akan terjawab.

Has| Penelitian dan Pembahasan

Paparan pertama hasil penelitian dan pembahasan akan
diawali dengan bentuk keterlibatan partisipan dalam
kolaborasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Keterlibatan Partisipan dalam Kolaboras Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Partisipan Bentuk Keterlibatan Bentuk Implementasi Penerima Manfaat
KPA Kabupaten Koordinas Pengamatan epidemiologi pada SKPD dan Lembaga
Subang kelompok penduduk yang beresiko Non-Pemerintah

tinggi tertular dan menjadi
penular/penyebar AIDS.
Penyuluhan bahaya dan cara
pencegahan AIDS bagi masyarakat.
Penyebarluasan informasi AIDS
melalui media massa.

Pembentukan kel ompok kerja
penanggulangan HIV dan AIDS
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Partisipan Bentuk Keterlibatan Bentuk Implementasi Penerima Manfaat
Dinas Kesehatan Pelayanan Medis Pencegahan dan Penanggulangan Kelompok Terinfeksi
(Preventif dan Kuratif) | HIV Kelompok Berisiko
Pengembangan Media dan Informasi | Kelompok Rentan
Hidup Sehat Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda
Dinas Sosia Diseminasi dan Pembinaan bagi Wanita Penjgja Kelompok Berisiko
Pemberdayaan Seksud Kelompok Rentan
Kelompok Sasaran Bimbingan Teknis Pencegahan Kelompok Umum
Penyakit Sosial Berbasis Keluarga Kelompok Usiamuda
Badan Pemberdayaan | Diseminasi dan Advokasi dan Komunikasi, Kelompok Berisiko
Masyarakat dan Pemberdayaan Informas dan Edukasi (KIE) tentang | Kelompok Rentan
Keluarga Berencana Kelompok Sasaran Kesehatan Reproduks Remaja Kelompok Umum

Fasilitasi forum pelayanan
Kesehatan Reproduksi Remaja pada
Kelompok Sebayadi luar sekolah

Kelompok Usiamuda

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Koordinas pencegahan
dan penanggulangan
HIV/AIDS pada aspek
perumusan kebijakan

Asistens perencanaan tahunan yang
berkaitan dengan pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS
Monotoring pelaksanaan program-
program dan kegiatan pencegahan
dan penanggulangan HIV/AIDS

KPA dan SKPD terkait

Dinas Pendidikan

Fasilitas program

Fasilitas kegiatan diseminasi yang
diselenggarakan oleh KPA dan LSM

Kelompok Usiamuda

Dinas TenagaKerja
dan Transmigras

Pembinaan, monitoring
dan evaluasi di sektor
ketenagaakerjaan

Pengawasan serta monitoring atas
risiko penularan dan pemeriksaan
HIV/AIDS di tempat kerja sektor
industri dan buruh migran
Diseminasi pencegahan HIV/AIDS
bagi buruh sektor industri dan buruh
migran

Kelompok Berisiko
Kelompok Rentan

Dinas Perhubungan

Fasilitas program

Diseminasi pencegahan HIV/ AIDS
bagi para pengemudi angkutan
umum antar provinsi

Kelompok berisiko
Kelompok Umum

Lembaga
Pemasyarakatan

Pemberdayaan Warga
Binaan

Fasilitas kegiatan diseminasi yang
diselenggarakan oleh KPA dan LSM

Kelompok Berisiko
Kelompok Rentan
Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

Kantor Departemen
Agama

Fasilitas Program

Fasilitas kegiatan diseminasi yang
diselenggarakan oleh KPA dan LSM

Kelompok Berisiko
Kelompok Rentan
Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

Palang Merah Pencegahan Pemeriksaan darah dan identifikasi Kelompok Berisiko

Indonesia penyebaran virusHIV | potensi penyebaran virus HIV Kelompok Rentan
Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

MUI Fasilitas Program Fasilitas kegiatan diseminasi yang Kelompok Berisiko

diselenggarakan oleh KPA dan LSM

Kelompok Rentan
Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

Tim Penggerak PKK
Kabupaten Subang

Pencegahan
penyebaran virus HIV

Fasilitas kegiatan diseminasi yang
diselenggarakan oleh KPA

Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

Y ayasan Resik

Advokas

Membangun jaringan kerja dengan
pemerintah

Kelompok Terinfeksi
Kelompok Berisiko
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Partisipan

Bentuk Keterlibatan

Bentuk Implementasi

Penerima Manfaat

Advokas program dan kasus
HIV/AIDS ke pemerintah
Memantau pelaksanaan program
yang dijalankan pemerintah

Kelompok Rentan
Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

pemerintah

Advokas program dan kasus
HIV/AIDS ke pemerintah
Memantau pelaksanaan program
yang dijalankan pemerintah

PKBI Cabang Subang | Advokas Membangun jaringan kerja dengan Kelompok Terinfeksi
pemerintah Kelompok Berisiko
Advokas program dan kasus Kelompok Rentan
HIV/AIDS ke pemerintah Kelompok Umum
Memantau pelaksanaan program Kelompok Usiamuda
yang dijalankan pemerintah

Himpunan Abiyasa Advokas Membangun jaringan kerja dengan Kelompok Terinfeksi

Kelompok Berisiko
Kelompok Rentan
Kelompok Umum
Kelompok Usiamuda

Selanjutnya dipaparkan dan
kolaborasi yang diukur

menggunakan

lima dimens,

dianalisis konstruk
secara reflektif dengan
yaitu governance,

dimens dan

indikator. Hasil perhitungan untuk koefisien jalur
(loading factor) dari konstruk kolaboras terhadap
indikatornya dalam pendlitian

administrations, organizatioanl autonomy, mutuality,
dan norms yang selanjutnya direfleksikan oleh 28

menggunakan software Smart PLS vers 3 yang
disgjikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2 Diagram Jalur Model Second Order CFA Kolaborasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

GOVL

GOv2

GOV3

GOv4

GOVS

ADRAL

Dari diagram koefisein jalur terlihat bahwa semua
dimens padakonstruk kolaboras memiliki |oading factor
> 0,5. Besaran loading factor pada indikator di atas rule

- —

sebuah kontruk

of thumb 0,50 membuktikan bahwa dimensi-dimensi pada
laten dinyatakan sudah mampu
menjelaskan atau merefleksikan konstruknya (Hair,
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Tabel 3. Hasil Evaluasi Model 2" Order CFA

Konstruk/ Loading R- Cronbach | Composite | Discriminant | AVE Pengaruh
Dimensi Factor Square Alpha Reliahility Validity terhadap Konstruk

Collaboration - - 0.957 0.963 0.688 0.751 Kuat
Governance 0.904 0.82 0.956 0.956 0.922 0.851 Kuat
Administration 0.885 0.78 0.953 0.953 0.917 0.841 Kuat
Organizational 0.898 0.81 0.802 0.857 0.709 0.503 Kuat
Autonomy
Mutuality 0.749 0.56 0.920 0.920 0.791 0.625 Moderat
Norms 0.753 0.57 0.885 0885 0.782 0.611 Moderat

Black, Babin & Anderson, 2010; Wong, 2013;
Ghozali, 2014). Adapun ringkasan hasil analisis 2™
Order CFA pada Konstruk Kolaborasi Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang
dapat dilihat pada tabel 3.Terlihat dari tabel 3bahwa
semua dimensi memiliki loading factor pada koefisien
jalur > 0,50, sehingga dapat dikatakan bahwa semua
dimens sudah mampu menjelaskan Konstruk
Kolaborasi.

Dalam konteks ini besaran loading factor adalah nilai
kordlas antaradimensi dengan konstruk latennya. Pada
sejumlah referensi, bobot faktor sebesar 0,50 atau |ebih
dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk
menjel askan konstruk laten (Hair dkk., 2010; Ghozali,
2011). Waaupun pada sebagian referensi lainnya
menjelaskan bahwa loading factor paling lemah yang
bisa diterima adalah 0,40 (Ferdinand, 2000). Nilai ini
memiliki  konstribus yang lebih tinggi untuk
menjelaskan konstruk latennya, sehingga dapat
dismpulkan bahwa semua dimens vaid daam

mengukur konstruk Kolaborasi. Validitas data ini
diperkuat dengan besaran discriminant validity yang
angka untuk tiap dimensi juga > 0,50.

Selanjutnya, untuk reliabilitas data dihitung dengan
besaran angka cronbach alpha dan composite reliability
yang besaran padatiap dimensi > 0,70. Rule of thumbs
pada reliabilitas minimal 0.70 (Hair dkk., 2010).
Namun referensi lain menyebut angka 0.60 sebagai
nilai minimal untuk rule of thumbs (Black & Champion,
2009). Kekuatan reliabilitas padatiap diperkuat dengan
besaran Average Variance Extracted (AVE) yang pada
semua dimensi memiliki angka > 0.50 sebaga syarat
minimal pada rule of thumbs reliabilitas data (Ghozali,
2011:81). Dari data hasil pengolahan, kentara besaran
AVE pada dimensi-dimensi yang merefleksikan
konstruk kolaborasi ternyata > 0,50.

Selain mampu menjelaskan  konstruk  Kolaboras,
kelimadimens tersebut jugamemiliki nilai signifikansi
tinggi pada saat merefleksikan konstruk sebagaimana
dapat dilihat pada diagram berikut.
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Gambar 3. Diagram Jalur Signifikans Loading Factor pada Second 2™ Order CFA
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Sedangkan untuk hasil penghitungan aspek
signifikansi, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3. Hasil Analisis Bootstrapping Model 2" Order CFA

Original Sample Sandard T- P-
Path Sample Mean Deviation | Satistics | Values
(®) (M) (STDEV)
Collaboration --> Administration 0.812 0.804 0.068 45.152 0.00
Collaboration --> Governance 0.720 0.744 0.069 50.309 0.00
Collaboration --> Mutuality 0.576 0.651 0.098 8.927 0.00
Collaboration --> Norms 0.818 0.805 0.006 13.024 0.00
Collaboration --> Organizational Autonomy 0.692 0.729 0.080 56.988 0.00

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai loading factor
dan discriminant validity serta alpha cronbach dan
composite reliability seluruhnya signifikan. Hal ini
dikarenakan angka signifikansi nilai t-hitung (T-
Statistics) pada 2™ Order CFA lebih besar dari 1,96
sebagal patokan t-tabel pada significant level atau nilai
probabilitas 5%.

Berdasarkan penghitungan dengan melihat besaran r
square, diperoleh hasil dimens governance memiliki
besaran pengaruh paling besar, dengan koefisien
determinasi 82%, dan menjadi faktor yang paling
mampu menjelaskan atau merefleksikan konstruk

kolaborasi. Tingginya kontribusi dimens governance
ini  karena peluang partisipan untuk terlibat dalam
kolaborasi relatif terbuka, serta diperkuat oleh
Peraturan Presiden Rl Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Komis Penanggulangan AIDS dan Perda Kabupaten
Subang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang.
Selain itu, terdapat keleluassan masing-masing
partisipan berkontribusi  berdasarkan kemampuan
sumber daya yang dimiliki dan penyelesaian konflik
antarpartisipan ternyata dapat diredukss melalui
komunikasi informal.
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Dimensi organizational autonomy dengan koefisein
determinasi 81% dikarenakan adanya ketergantungan
satu sama lain dadam berkolaborasi, terutama dalam
menjangkau kelompok sasaran yang cenderung
tertutup, walaupun masing-masing partisipan bekerja
secara parsid dalam menjangkau. Dalam dimensi ini
secara umum partisipan merasa diuntungkan dengan
keterlibatan dalam kolaborasi. Jika keluar dari
kolaborasi, maka kerugian partisipan yang bergerak
pada aspek medis, kemungkinan berdampak padarisiko
fatal pada kelompok sasaran. Sementara itu, untuk
partisipan pada aspek nonmedis, kerugian kalau keluar
dari kolaboras berdampak pada pelanggaran aturan
perundangan atau distorsi dari misi organisasi.

Dimensi administration dengan koefisein determinas
78%, memberikan indikas dari konstruk kolaborasi
dikarenakan menonjolnya praktik komunikasi dalam
proses pengambilan keputusan, walaupun komunikas
formal yang bersifat timbal balik jarang terjadi. Selain
itu, pemahaman peran dan tangung jawab dalam
berkolaborasi lebih didasarkan pada tugas pokok dan
fungs serta mis organisasi. Pemahaman peran dan
tanggung jawab partisipan dalam dimens ini
sebenarnya belum  sepenuhnya tercurah pada
permasalahan HIV/AIDS, kecuali pada Dinas
Kesehatan dan unit-unit pelayanan medis di bawahnya.
Implementasi dimensi ini juga didukung oleh adanya
pemilahan fungs antara medis dan nonmedis dalam
kolaborasi yang berdampak pada perbedaan latar
belakang dan mis masing-masing partisipan
berdampak pada perbedaan sikap dan cara kerja
Perbedaan teknis diselesaikan secaraindividua karena
sudah menjalin kontak secara informal dan sudah
berlangsung lama.

Dimensi norms dengan koefisein determinas 57%
didukung tingginya trust sebagai landasan dasar untuk
berkolaborasi. Kendati partispan dari organisas
nonpemerintah sering mempertanyakan sumber daya
yang dimiliki partispan dari birokrasi, terutama
masal ah finansial. Selanjutnya pada dimensi mutuality
dengan koefisein determinasi sebesar 57% karena
adanya proses adaptas. Para partisipan dengan
keterbatasan sumber daya cenderung mengikuti cara
kerjayang ditempuh oleh mitra kerjanyayang memiliki
sumberdaya. Namun dalam dimensi ini juga ditemukan
kecenderungan para partisipan organisasi pemerintah

daerah bekerja dengan norma birokratis. Sementaraitu,
para partisipan yang berasal dari nonpemerintah
cenderung bekerja dengan model fungsional.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan lima dimensi konstruk
kolaborasi secara signifikan menjelaskan fungs
kolaborasi dalam pencegahan dan penganggulangan
HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Walaupun demikian,
kontribusi kelimadimens ini tidak merata.

Dimensi governance merupakan dimensi yang paling
besar kontribusinya, diikuti dimens organizational
autonomy, administration, dan mutuality. Dimens
norms merupakan dimensi yang paing Kkecil
kontribusinya.

Penelitian ini merekomendasikan hal- hal sebagai
berikut. Pertama, perlu dilakukan penguatan pada
dimensi governance dengan memperkuat komitmen
pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan
berbagai pihak yang peduli terhadap pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS. Kedua, pada aspek
administration, perlu untuk menerapkan model
organisasi yang mampu mengakomodasi kepentingan
partispan. Ketiga, pada aspek organizational
autonomy, perlu adanya perubahan orientasi dari rule
driven ke mission driven bagi organisasi perangkat
daerah yang menjadi leading sector pencegahan dan
penanggulangan AIDS. Keempat, pada aspek mutually
lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibanding
kepentingan masing-masing organisasi. Kelima, pada
aspek norms, masing-masing organisas  saling
membuka akses informasi dan komunikasi dua arah.
Keenam, pada aspek leadership perlu dilakukan
perubahan gaya dari gaya birokratis ke model
governance

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, secara
umum sebaga berikut. Pertama, penggunaan
pendekatan kuantitatif yang mengeksplanas data
berdasarkan sampel bukan satu-satunya cara untuk
mengetahui  dinamika jejaring pencegahan dan
penanggulangan  HIV/AIDS. Kedua, masaah
HIV/AIDS merupakan fenomenagunung esyang masih
menyimpan banyak permasalahan. Karenanya masih
diperlukan penelitian lain yang didasarkan pada prinsip
skeptisisme atas dinamika yang terjadi dalam jegaring
kolaborasi secara kualitatif.
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